
Bupali SumedangPERATURAN BUPAT1 SUMEDANGNOMOR 72 TAHUN 2006

TENTANG
STANDAROPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PEMBEBASAN BIAYAPELAYANANKESEHATAN DI UNIT PEILAKSANA TEKNIS DINASPUSAT KESEHATAN MASYARAKATPADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUMMEDANG

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT SUMEDANG,

Menimbamg
baiiwa sebagai pciaksanaan pasal 7 Peraturan Dactal Kabupaien
SumedangNomor 8Tahun2006 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit
f'ciaksana tcknis Dinas tusat Kcschatan Masyarakat f'ada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedane.
pelayanan kesehatan bagi penduduk yang menegunakanjasa polayanan
Keschätan pcrlu mcnctapkan standar

opcrasional proscdur pciayanankesehatan diUPTD
Puskesmas

untuk mengatur penyeiengear aán

bahwaberdasarkan perümbangan sebagaimana dimaksud pada luruf a
di

atas, pengaturan standar operasional prosedur polayanan kesohatan diUrTD puskesmas pcrluditctapkan dcngan l'eraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1950 ientang Pemerintahan Dactai
Kabupaton dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Nogara Tahun 1950);

Meneineat

Undang-UndangNomor 23 Talhun 1992 tentang Keschatan (Lembaran
Nogara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Nomor
3495),

2.

Undang-UndangNomor 32 Taihun 2004, tentang Peneriniahan Daerah
(Lembaran Nogara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Nogara Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 1anun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintal
Pengeanti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tontang Pcmcrintahan Dacrah
Menjadi Undang-Uudaug(Lebaran Negata Talun 2005 Nonor 108,TambahanLombaranNogara Nomr 4548);

4. Peraturan Pemerinial Nomor 39 Talun 1995 tentang Penelitian dan
PengombanganKesohatan (LombaranNogara Talhun 1995 Nomor 67,
TambahanLcmbaranNogara Nomor 3609)

S. Poraturan Pemcrinialt Nomor 32 Taiuu 1996 ioniang TenagaKesclhai
Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan LembaranNogara
Nomor 3637),



Koschatan D
Presiden Nomor 230 Talun 1968 tentang Penchiaraal

Kcluarga:
Nogeri Sipil. Penerima Pensiun

serta Anggola

dan Dacral Nomor 49 Talun 2000 icuiang Penbentuka

SsI Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (LembaranDacia

ahun 2001 Nomor 6 scri D.5) scbagaimanatclah diubai a
auan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor5 Taiu
Lembaran Daerah Tahun2002Nomor 17 Seri D.11);

raturanDactai Kabupaten Sumedang Nonor 19 Taiun2003icuiag
encana Stratogis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008

(LcmbaranDacrah Tahun 2003Nomor 39 scri 39 1.58),

P'enaiuran Dacalh Nomor 8Tatun 2006tentang Pelayanan Kescihaian Di

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
Pada

Dinas

Cschatan Kabupaton Sumodang (L.cmbaran Dacrah Tahun 2006
Nomor 11 SeriC),

0Petatuan Bupati Nomor 38 Tahun 2006 tentang Katu Selhat dan Buku
atatan Kesehatan Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di

Uut Pclaksana Tcknis Dinas Pusat Koschatan Masyarakat Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalan Peraturan Bupati ini yang dinaksud dengan

1. Dacrat� ada�ai Kabupaten Sumedang.

2. Pemeriniah Dacrah adalai� Pemnetntah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adaiah Bupati Sumedang.

4. Standar Operasional Prosedur (Standard Operaling Provedure) selanjutuya

disingkat SOP adalah perangkat instruksi atau langkah-langkah

pclaksanaan scbuah kegiatan yang dibakukan untuk memcnuhi kcbutuha

tortontu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumedang
selanjuinya

pomcrintahan dacrah yang dibahas dan disctujui bersama o�ch Pcmcrintah

Daetah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

6. Dinas Kescthatan adalal� Dinas Keschatan Kabupaten Sumedang sebagai

perangkat daerah yang mclaksanakan urusan di bidang kesehatan.

7. Pelayanan Kesciiatan adalaii peiayanan keseihatan yang tendni dari

pelayanan keschatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas, PuskesmasRawat

Inap, PuskcsmasPembantu, Puskosmas Kcliling dan Bidan di Dosa.

8. Pelayanan Kesehatan dasar adalal�
pelayanan

keschatan untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat yang layak dalam kehidupan.

9 Pusat Kesehatan Masyarakat se�anjuinya disingkat Puskesmasadalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas pada LDinas Kesehatan KabupatenSumedang yang

bortanggungjawab
monyclcnggarakan pombangunan keschatan disuatu

wilayah kerja.



i0.
JarnganPuskesumas adalalh unit

pelayauan keselaian di bawalh koounlaa
nasi

dosa.
porti Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling

dan

11. PuskesmasRawat luap adalah Puskesmas yang dibot oana tindakan
dan

fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat
Dair at inap danOperatit tcrbatas maupun pcrawatan scmcntara di ruangan rawat

empat tiduu rawai inap..
F'uskesmas Pembantu adalal� unii pelayanan keseihatan sedciaind yarngsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatanya
diiakükan Puskcsmas dalam ruang lingkup wilayah yang icbih Kecn

uaderajat
kecanggihan yang iebih rendah.

13. P'uskesmas
Keliling adalal� unit pclayanan kesehatan keiiing yang

dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat yang dilengkap
poralatan kcschatan, peralatan komunikasi dan scpcrangkat tcnaga y*g
Derasai

dari Puskesnmas berfungsi menunjang dan membaniuneClaksatad
Kegtatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau olch

pclayanan koschatan karcna lctaknya jauh dan torpcnci.

14.
Bidan

di
Desa adalal bidan yaig ditempatkan di dosa untuk

mnembantu

puskesmasdalam memberikanpelayanan kesehatan ibu dan anak.

15.
Jasa Peiayanan Kesehaian adalai� pelayanan dan kemudaian yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi,diagnosa, pengobatan

rchabilitasi medikdan ataupolayanan kcschatan lainnya.

16. Tindakan medis adaiah semua tindakau yang bertujuan untuk
diagnosiik,

terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan ataujiwa, pemeriksaan
dan pcningkatan keschatan dengan mcnggunakanatau tanpa menggunakan
aiat keschatan dan atau baian kesclatan setia

dilakukau
oieii icnaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewonang untuk itu.

17. Bahan dan alat adala� baihan kimia obat untuk kesclhatan (thabis pakai) dan

bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa,

pcngobatan, pcrawatan, rchabilitasi mcdis dan pclayanan kcschatan lainnya

yang disediakan oich Puskesmas dan jarigannya.

18. Pengobatan adalal� tindakan pengobatan yang dibuikan oich dokier atau

jika berhalangan didelegasikan kepada pengaturan rawat atau bidan yang

ditunjuk untuk mcnjalankan pcngobatan, porawatan dan lain-lainnya yang

ada hubungaiya dengan keseihatan.

19. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan penelihar aan orang sakit oieh

semua tenaga medik dengan menggunakan/memakai obat-obatan, alat-alat

kodoktcran scrta porkakas rumah tangga,makan dan minum.

20. Tenaga keselhatan adaiaii orang yang mempuny ai kemampuan daiam

melakukan pelayanan
kesehatan dalam rangka observasi, diagnosa,

pcngobatan, pcrawatan,
rchabilitasi mcdis dan pclayanan kcschatan lainnya

yang disediakan otei Puskesmas dan jaringanya.

21. Petugas Pelayanan Keschaian selanjutuya disingkat PPK adalai� orang

yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka

obscrvasi, diagnosa, pcngobatan, pcrawatan, rchabilitasi mcdis dan

pelayanan

jaringannya.

kesehatan laiunya yang discdiakan oleh Puskesmas dan

22. Penduduk Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut penduduk

adalah orang yang bertempat tinggal tetap secara terus menerus sekurang-

kurangnya 6 (cnam) bülan di
Kabiüpatcn Sumcdang dan memiliki Kartu

Tanda Penduduk Kabupaten Sumedang.



L3.Kariu Tanda Pcnduduk adalal idetitas perorangan yang muijukKan
keabsahan

sebagai penduduk.4.
Kcluaga adalah ikatan petkawinan antiaa laki-laki danoroterdiri dari suami, isteri dan anak.

yaig

25.Kepala
Keluarga adaial� suai

bertanggungiawab terhadap seluruh kepentingan keluarga.

atau anggota kciuarga yang

26.Katiu Keluarga
sclanjuinya disingkai KK ada�ai� idcniitas kefuarga yatl

terdiri dari susunan dan biodata anggota keluarga.
21.

Kartu Sehat adalalh kartu iduntitas ketuarga peneriuma progran� pernbebasa
biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

40.
5ukucataian keselhatan adalali buku yang berisi tentang keadaan kesehaian

individu pada waktu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kuarng ungkuppengaturan Standar Operasionai Prosedur program pembebasan
biaya pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas

mcliputi:
a. Jenis dan KriteriaPelayana,
b. Penerima Pelayanan;

TcmpatPclayanan;
d.

C.

Waktu Pelayanan,
e. Mekanisme Pelayanan:

f. Standar Manajcman Pclayanan,

g Monitoring, Eva�uasi dan Pelapoan,
h. Pembinaandan Pengawasan Teknis.

BAB HH

JENISDAN KRITERIA PELAYANAN

Pasal 3

kesehatan(1) Puskesmas mcnyelenggar akan pelayanan

perorangan (Upaya Kesehatan Perorangan) dan pelayanan kesehatan

masyarakat (UpayaKcschatan Masyaraka

yang ber sifat

(2) Pelayanan keschiatanperorangan sebagaimana dimaksud páda ayat 1 Pasal

ini, merupakan pelayanan kesehatan medik dasar yang meliputi pelayanan

kcschatan di balai pongobatan umum Puskosmas, Puskesmas Pombantu,

Puskesmas Keliling, Pelayanan Kescihaian Ibu dan Anak, pelayanan nedik

dasar di Unit Gawat Darurat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan

Dcsa, pclayanan koschatan laboratorium dasar, farmasi, ba�ai pengobatan

gigi, dan pelayanan keselhatan di Uni Gawai Daruat, pelayanan keschatan

di rawat inap.

(3) Pelayanan kesehaian masya äkat sebagaimana dutmaksud pada ayat 1 Pasal

ini, merupakan upaya keschatan masyarakat meliputi upaya promosi

kcschatan, keschatan lingkungan, kcschatan ibu dan anak scrta kcluarga

berencana, perbaikan gizi

penyakit menular, kesehatan sekolah, kesehatan mata, perawatan kesehatan

masyarakat, koschatan gigi dan mulut, kcschatan jiwa, kcschatan usia

lanjui.

masyarakat, pencegahan pemberaniasan



rvaibusi s
diasar perorargan di Pskesnuas dibebaskan

dari baaya

eambusi sesuai denganpraturan daerah yangberiaku

Fedayanan keschatan dasar sebagaimana dimaksud
padaiisoderhana,n,meliputi

pelayanan; ranat jalan,rawat inap, tundakat hana dannakan gawat darurat ringan, tindakan laboratorium suiundakanNIaluan nomal anakpertania

Pasal

Pasal 4

Feiayanat rawat jalan merupakan seluul rangkaian kegiatan konsuilasl,

pemeiksaan klinik
penetapan diagnosis penyuluhan konseling serta

tTansep dan penyerahan obatbaik dalam asuhan kepcrawatan dan
iau pengobaian nodis untuk tujuan pemulihan pada penyakit umun, gæi dan
mult.

Pasal 5

eiayananawatinap mupakan seluruh rangkaian kegiatan konsuitas
pemernksaan klinik, penetapan diagmosis,

pcmberian resep
dan penyerahan obat baik dalanm fungsi asuhan kopcrawatanan

atau pNngobatan medis unuk juan pemuilan keschaian pasien d�i ruang
rawat inap

serta
penyuluhan konseling

Pasal 6

Pelay anan keselatan gigi sederhana merupakan pelayanan keseihatan giei nou

spesialistik dan komestik tanpa menggunakan peralatan canggih kecuali

penambalan sinar, pencabutan M3 miring, penggunaan alat orthodentik dan

prosietik

Pasal 7

Tindakan Gawat Darurat Ringan merupakan tindakan pelayanan kesehatan

resusitasi atau stabilisasi serta terapi detinitif ringan meliputi :operasi kecil

(incisi, cxtirpasi, circumcisi), pengobatan dan perawatan uka tanpa jahitan,

pengobatan dan peravwatan uka dengan jaliian dan tindakan lain sepeni infus

kateter, pengangkatan benda asing, angkat jahitan dan oksigenasi.

Pasal 8

Pelayanan laboratorium sederhana merupakan pelay anan iaboratoriun yang
meliputi :pemeriksaan darah rutin ( HB, lekosit, LED),pemeriksaan urine

rutin pH, protcin urinc, redüksi urine, bilirubin urine, sodimcn urine

pemeniksaan feces (amuba,feiur cacng pemenksaanslide BTA, njukan
lab.

Pasal 9

Tindakan Persalinan merupakan udakan periolongan tanpa penyulit

persalinan nomal yang dilakukan oleh
dokter atau bidan atau tenaga

koschatan yang berwenang di P'uskesmas RawatInap



BAB IV

PENERIMA PELAYANAN

Pasal 10)
Pembebasan biaya pelayanan kesclhätal di puskesmas diberikant epseluruh

penduduk.

4)Pembebasan biaya sebagaimana dinaksud pada ayat (1) Pasal
ini,

dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mempunyai jaminan kescla
dari

pcmcrintah atau institusi lain.

BAB V
TEMPAT PELAYANAN

Pasal 11

d Pembebasanbiaya pelayanan keselhaian dasar discienggarakan pada sciiap

Puskesmasdan jaringannya.

(2) Jaringau Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasai i,
meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan bidan di desa.

(3) Puskesmas yang digunakan scbagai iempat pelayanan sesuai úcngan
domisili penduduk, kecuali keterbatasan pelayanan di UPTD Puskesmas,

kadaan darurat dan portimbangan jarak dan sarana transportasi
umum.

(4) Keadaan darurai scbagaimana dimaksud pada ayai (3) pasai ini,

merupakan
a. Kecclakaan,

b. Bencanáalau,
c. Keterbatasan pelayanan di UPTD Puskesmas.

BAB VI

WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

(1) Peumbebasan biaya pelayanan keseihatatu
dasar di

puskesmas
dilakukan

pada hari danjam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Ketcntuan Waktu peiayänan merupakan sebagai berikut

a. Puskesmas

Hari kerja: Scnins/d Sabtu

Jam kerja 1.Senin s/dKamis
2. Jumat

:Pukui 07.30 s/d 13.00 wib
Pukul 07.30 s/d 10.30 wib
: Pukul 07.30 s/d 12.00 wib3.Sabtu

b. Puskesmas pendantu

Hari kerja Senins/d Sabtu

Jam korja
1. Scnin s'dKamis

2. Jumat

3.Sabtu

:Pukul 07.30 s/d 13.00 wib:Pukui 07.30 s/d 10.30 wib:Pukul 07.30 s/d 12.00 wib

C. Puskesmas Keliling

Hari Kerja

kondisi dan kcbutuhan masyarakat

Jam ketja 1.Sen s/d Kamis

Satu hari setiap bulan dan atau sesuai dengan:Pukui 07.30 s'd 13.00 wib:Pukul 07.30 s/d 10.30 wib:Pukul 07.30 s/d 12.00 wib

2. Jumat

3. Sabtu



Aiau
scsuai

dengan kondisi dan kebutuhanmasy arakat
d.

Bidan di Desa
Hari

kerja
Janm

kerja
Scnins/d Sabtu
1.
Senins/d Kamis

2.Jumat
Pukul 07.30s/d 13.00 wib

Pukul 07.30s/d 10.30 wib

Pukul 07.30s/d 12.00 wib

)Wakupelayanau
sebagainmana dimaksudpada ayai (2) di aias

berlaelap Jenis pelayanan kecuali tindakan gawat darurat dan tnatha

3.Sabtu

pcTsalinan rawat
inap.

BAB VII

MEKANISME PELAYANAN

BagianKesatu
Mekanisme

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 13

Mekanismepelayanan1awatjalanmerupakan sebagai berikui

a. Pasien mendafiatkan diri dengan nemperlihatkan kartu schai dan duku
catatan kesehatan atau tanda pengenal lain kepada petugas pendafiaran

b. Petugaspendaftaran mencatat identitas pasieu pada register,

C. Petugas pendaftaran mencariataü membuat kartu catatan medik pasien

d.
Petugas pendaftaran mendistribusikan

kartu catatan medik pasien ke balai

pengobatanyang dituiu,.Pasicnmenunggu panggilan dari ruang pemeriksaan/balai pengobatanyang

bersangkutan;

f. Pasien umum diperiksa oleh dokter umum atau perawat umun yang diberi

pelimpahanwewenang dari dokter umum;

g. Pasicin keselhatan gigi dipetiksa oiel� dokier gigi atau perawai gigi yang

diberi pelimpahan wewenang dari dokter gi�i;

h. Pasien Kesehatan Ibu dan Anak
diperiksa oicl

dokter KiA atau bidan

yang dibori pelimpahanwewenang dari dokter KIA;

i. Dokter mencatatihasil pemntiksaan dan indakanpengobaiau atau terapi ke

dalam kartu catatan medik dan buku catatan kesehatan;

Bila pasien memelukan indakan medik maka dokter memberikan

tindakan medik sesuai dengan tindakan yang diperlukan;

Bila pasien memuetukan pemeriksaati penuniang lainnya

diberi pengantar
dan d�periks a di bagian sesuai dengan kebutuhan

pomeriksaanpcnunjangtorscbut;

Pasien meuyerahikan resep obai kepada Pengelola Obat uniuk
memperolel

obat

m. Pengeloia Obat menyiapkan
obat

sesuai dengan resep dan menyampaik.an

kepadapasien berikut penjolasan pemakaian obat;:

n. Peiugas Adninisivasi Progtam meekapilulasi puilbiayanyaug meajadi
beban pemerintah

daerah berdasarkan peiayanan kesehatan yang diberikan

kcpada pasicn dan mciaporkankepada bagian kcuanganpuskesmas.

1aka pasien



Bagian Kedua
Mekanisme Pelayanan Rawat Inap

Pasal 14

Mckauisnme pelayanan rawai inap merupakansebagai berikut

a.
Kcluarga atau penganiar pasien mendaliarkan diri kepada pat
pendatiaran dengan memperlihatkan surat pengantar rawat inap at

yu att untuk di rawat dari balai pengobatan rawat jalan atau uon

ast dtau unii gawatdarurat dan menyeralhkan kartu sclhai, buku
catat

keschatan atau tanda pengenal lain;

surat

riugas pendafiaran mencatatidentitas pasicn pada regisicr
dan membuat

buku catatan perawatan medik;

Fasien segera ditempatkan di ruang rawat inap yang iurscdi dan

melaksanakan tindakan medik pasien sesuai dengan rekomendasi
dokter

jaga;

d.
okicr akan memeriksa pasien mulai pukul 08.00 wib dan aiau sesual

dengan perkembangankondisi pasien:

.iokieI mencatai hasil pemeriksaau dan tindakan pengobaian
atau ierapi ke

dalam kartu catatan medikdan buku catatan kesehatan;

.asicnmendapatkan pcrawatan dan pclayanan pcngobatan
sclama dirawat

sesuai deigan indikasi dan kondisi kescihatan pasiCI,

Pasie dapai meninggaikan ruang perawatan seiclah dnyaiakan sembulh

oleh dokter:.Bila berdasarkan indikasi medik pasien memerlukan perawaian icibil

lanjut, maka solanjutnya pasion dirujuk ke sarana pelayanan rujukan yange

cbih tinggi;

i. Petugas Administrasi Progranm merekapituiasi pembiayaanyang nenjadi

beban pemerintah daorah bordasarkan polayanan kesehatan yang diberikan

kepadapasicn dan mclaporkan kepada bagian kcuangan puskcsmas.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan Tindakan Gawat IDarurat

Pasal 15

Mekanisme pelayauan tindakan gawai daruratmeupakan sebagai berikut:

a. Pasien segeta mendapatkan pra tindakan olci perawai dan tindakan

medik/darurat medik oleh dokter yang diperlukan sesuai dengan kondisi

koschatan pasicn dan hasil diagnosis scrta kaidah kedoktoran;

b.
Keluarga atau pengantar pasien mendafiarkan diui kepada petugas
pendaftaran dengan

kcluarga/pcngantar pasicn, rujukan dari dokter ba�ai pcngobatan, kartu
sehat dau buku cataian kesehatan atau tanda pengenal iain,

memporlihatkan tanda
pengenal pasien atau

Potugas pendaftaran mencatai ideniias pasicu aiau keluarga pasien pada
register;

d. Petugas pendafiaran nmencarikan alau membuat catatan medikpasien



dll Inondaypaikan perawalan dan ocngobalan di U
observasi terlebih dahulu sebeclum dirawat atau diruiuk,snkecuali

pclayana
Keaot

status keschatannya dapat langsung dirujuk dengan dibeibasic life
support,

keOkt? mencaiat hasil pemeriksaan dan tindakan pengobatan
atau

1otapdalam kartu catatan medik dan buku catatan kesehatan;

sC dapat meninggalkanruang UGD berdasarkau pertinbaigan medis
Kinis dinyatakan tidak berindikasi status darurat atau tidak

Dero
darurat.
Petugas Administrasi Program merekapitulasi pembiayaanyarig
Dan pemerintah daerah berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan

KCpada pasicn dan mclaporkankopada bagian kouanganpuskcsmas

i

BagianKeempat
Mekanisme Pelayanan Persalinan Normal

Pasal 16

Vickausme peiayanan persalinan nonal merupakan sebagai berikut :

a. Keuaga atau pengantar pasien mendaftarkan dini kepada petugas
pendafiaran dengan memperlihatkan kartu sehat, buku catatan kesehatan,

kartu Keschatan Ibu Anak,rujükan doktcr, atau tanda pcngcnal lain,

b. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien atau keluarga pasien pada

register:

C. Petugas pendaftaran mencarikan atau membuat catatan medik pasicni,

d. Pasien ditempatkan pada ruang persalinan;.Pasien segera mendapatkan pra tindakan oieh perawat dan
tindakan

medik/darurat medik oleh dokter yang diperlukan apabila berada pada

status darurat;

f. Dokter aiau bidan melaksanakan
selurulh 1ekomendasi medik untuk

persiapan kala I, IL iii dan IV,

g. Dokter atau bidan memandu persalinan sesuai dengat� prosedur persalinan

yang berlaku;

h. Bila Pasien memertukan peneriksaan penunjang lainya maka pasien

diberikan pengantar dan
diperiksa

di bagian sesuai dengan kebutuhan

pcmeriksaan ponunjang terscbut;

Jika berdasarkan indikasi medik, pasicn dengan penyulit maka segera

dirujuk ke bagian yang lebih memadai;

i. Apabila berdasar kan indikasi medik pasicn benstatus resiko darurat atau

gawat darurat maka akan dirujuk ke bagian pelayanan yang memiliki

sarana yang lcbih memadai dengan bantuan basic ife support;

k. Petugas Administrasi Program mucrekapitulasi pembiayaanyang menjadi
beban pemerintah daerah bordasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan

kopada pasicn dan mclaporkan kepada bagian kouanganpuskcsmas



Pasal 17

Afut Mckanisine
pclayanau Rawat Jalan, Rawat Inap, av 14.Pasal 15

dan Pasal I
sebagaimana d an,Rawat hap, Gawat Darurat,

dan

esalinan Normal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Fa t ini.
dit i0,

scbagaimana torcantum pada lampiran Peraturan upati

BAB VIIH

STANDAR MANAJEMEN PELAYANAN

Bagian Kesalu

Petugas Pelayanan

Pasal 18

()Petugas Pelayanan Kesehatan Puskesmas terdiri dari

a. Puskesmas Rawatinap
1. Dokter umum sebanyak 2orang
2.Dokter Gigi scbanyak 1 orang
3.Bidan puskesmas sebanyak 2o1ang
4. Perawat umum sebanyak 10orang
5. Pcrawat gigi scbanyak 1 orang
6. Analis Keschatan sebanyak i orang
7.

Petugas Pendaftaran sebanyak 1 orang
8. Pongclola Obat scbanyak 1 orang
9. Petugas administrasi program sebanlyak i orang

b. Puskesmas

1. Dokter umum sebanyak 2orang
2.Dokter Gigi sebanyak 1 orang untuk 2Puskesmas

3.Pcrawat umum sobanyak 5orang
4. Perawat gigi sebanyak i orang
5.Analis Kesehatan sebanyak 1 orang
6.Potugas Pendaftaran scbanyak 1 orang
7. Pengelola Obat sebanyak i orang
8. Petugas administrasi program sebanyak 1 orang

C. Puskesmas Pembantu

1. Perawai umuni sebanyak i orarng

2.Petugas Pendaftaran sebanyak 1 orang

d. Puskesmmas Keliling

1. Dokter umum scbanyak 1 orang

2. Porawat umum scbanyak I orang
3. Petugas Pendaflatau sebanyakiorang

C. Didan Desa

1. Bidan

(2) Petugas pelayanan keschata sebagaimáana dinaksud pada ayat (1) di atas,

ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada
Kcpa�a Dinas Kcschatan mcla�ui Kopala UPTD Puskosmas.

Bagian Kedua
Dokter Umum

Pasal 19

(1) Dokier umum menpunyai iugas pokok mcmberikan tindakan medik
kepada pasien sesuai dengan hasil diagnosis dan kaidah kedokteran.



t(1)Inclaksanakau tugas pokok, scbaoainana dimaksud pada ayPasal
ini, Dokter umum

mempunyai uraian
tugas

a.
Mcmcriksakondisi

pasicn,b.
Menciapkan

diagnosis,o.
Melakukantindakan medikd.
Mcnuliskan

rekomcndasi
pcrawatan atau

terapi,
.

Menuliskan
resep obai,

menetapkan status darurat dan kesembuhan.

ONCt umum diangkat dati pejabat fungsional dokier pemerintah dacrali
sesuai denganketentuan yang belaku.

Bagian Ketiga
Dokter Gigi

Pasal 20

(i) Dokier gigi mempunyai tugas pokok memberikan tindakan meik
gigi

kepada pasien sesuai
dengan hasil diagnosis dan kaidah kedokteran gigi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaianmana dinaksud pada ayat (1)
Pasal ini, Dokter gigi mempunyai uraian tugas:

a. Memeriksakoudisi pasien,
b.

Menetapkandiagnosis;
Mclakukantindakan modik;

d. Menuliskan rekomendasi perawatan àtau terapi,

e. Menuliskan resep obat;

f. Menctapkan status darurat dan kescmbuhan;
g. Melakukankonsuliasi.

c.

(3) Dokier gigi diangkat dari pejabat fungsional dokier pemerintah dactal
sesuai dengan ketentuan yang belaku.

Bagian Kecmpat
Perawat

Pasal 21

(1) Perawat mempunyai tugas pokok memberikan tindakan keprawatan
kepada pasien.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, perawat mempunyaiuraian tugas

a. Memeriksa kondisi pasien,

b. Molakukan tindakan keperawatan;
C. Mcmbcrikanobat scSuai rckomcndasi doktcr;
d. Melakukan konsuliasi.

(3) Perawat diangkat dari pejabat fungsional perawai pemerintalhdaeralh sesuai
dengan ketentuan yang belaku.



Bagian Kelima

Bidan

Pasal 22

Bidan mempunyai ugas pokok memberikantindakan peisainat
o

kepadapasien.

(2)
Uatuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aya t

(1)
Pasal ini, bidan

mempunyai uraian tugasä. Mcmcriksakondisi pasicn,b. Melakukantindakan
persalinannorma,c. Melakukantindakan
keperawatan;d. Mclakukankonsültasi.)Bidan

diangkat dari pejatbat fungsional bidan pemeriniah dacraii sesuai

denganketentuan yang belaku.

Bagian Keenam
Analis Kesehatan

Pasai 23

)Anaiis Kesehatan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
laboratorium kepada pasien sesuai dengan permintaan dokter.

(2) Untuk
melaksanakan tugas, Anatis Kesehatan mempunyai uraian tugas

a. Melakukanpemeriksaan laboratorium;

b. Mcnctapkanhasil pemoriksaan Laboratorium.

(3) Analis Keschatan diangkat dani pejavat fungsionai Analis Kesehatan

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang belaku.

Bagian Ketujuh

Petugas Pendaftaran

Pasal 24

(1) Petugas Pendaftaran mempunyai tugas pokok mendaftarkan pasien untuk

mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai kebutuhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, Petugas Pendaftaran mempunyaiuraian tugas

a. Memberikannfomasi Pelayanarn,

b. MenerimaKartu Sehat.Buku Catatan Kesehatan, Rckomendasi Dokter

atau tanda pongcnal;

c. Mencatat idenitas pasien dalam buku regisier,

d. Mengelola catatan medik dan buku catatan kesehatan.



Bagian Kedelapan

Pengelola Obat

Pasal 25

(d)Pongeiola Obat mempunyai iugas pokok memberikan
polaypasien sesuai

resep dokter.

bat

(2)Cntuk melaksanakan ugas pokok scbapaimana dimaksud pada ayal
Pasal ini,

Petugas Pendaftaran mempunyaiuraian tugas
à. Meneina resep dokier,.Mencatat identitas pasien dan obat yang dipakai dalam buku

register
C. Menycrahkandanmenjclaskan pcmakaian obat;

d.
Mengeiola aduinisiasi obai.

6)
Pengciola obat diangkai dani pejabat fungsional Asisten Apoicker

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang belaku.

Bagian Kesembilan

Petugas Administrasi Program

Pasal 26

(1) Peugas Administasi Program mempunyai tugas memiberikan peiayanan

administrasi program pembebasan biaya pelayanan kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagainmana dinaksud pada ayat (1)

Pasal ini, Petugas Pendaftaran mempunyaiuraian tugas:

Menbeaikaninfomasi program pembebasan biaya pelayanan

kesehatan
b. Mcncatat identitas pasicn, tindakan mcdik dan obat yang dipakai

pasien selama mendapatkan peay anan kesehaian,

MemberikanKartu Sehat dan Buku Catatan Keschatan kepada pasien

sctclah mocndapatkan pclayanan kcschatan,

Menyampaikaniap01an kiaim pembiayaau penerimà piogran� kepada

bagian keuangan Puskesmas.

(4) Petugas Administrasi Program terdini
dari sekurang-kurangnya 1 (satu)

orang pada setiap puskesmas dan jaringannya kecuali Bidan Desa.

Bagian Kesepuluh

Ruang Pelayanan

Pasal 27

(1) Ruang pelayanan merupakan ruang pada PuskesInas
dan javingannya yang

difungsikan sebagai tempat pelayanan kesehatan.

(2) Ruang pelayanan sebagaimana dinmaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri

dari

a. Meja/ruang Dokter
b. Meja/ruang Bidan,

c. Meja/ruang Perawat;

d. Mcja/ruang Analis Koschatan;

Meja/ruang Petugas Pendaftaran

Meja/ruang Pongelola Obat;

g Mcja/ruang Pctugas Administrasi l'rogram;



i.
Mejaruang Petugas Unit Pngaduan,Ruang

tunggu;
Ruang sistem

informasi
Ruang

PenyinpananObat,1.
Ruang

konselingm.
Ruang pclayanan KIA/KB;h.
Ruang Balai

pengobatan Pengobaian Umun,o.
Ruang Balai

pengobatan gigiP.Ruang logistik danatau
pclayanan imunisasi,.Ruang rawai nap,

r.
Ruang bersalin;.
Ruang WCkakus.)Bentukdan jumial meja aiau ruang pelayanan disesuaikan dengan jondan
petugas pelayanan.

(4) Ruang peiayauar� ditata sesuai dengan kondisi dan kebuiuhan pelayanan.)Ruang pelayanan berada pada lokasi yang strategis dan peuempalanya
dapat terpisahdengan ruang kerja pelaksana teknis/ struktural Puskesmas.

(6) Tiap-tiap mejaluang dibei labei unit pelayanan dan nama pelugas
pelayanan.

(7) Pengelolaan ruang pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisalikan
dari pengelolaan ruang kerja dan aset Puskesmas.

Bagian Kescbelas

Sarana Pelayanan

Pasal 28

(1) Sarana pelayanan merupakan peraiaianyang mcndukung penycienggaraan
Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan Puskesmas.

(2) Sarana pelayanau sebagainmana dimaksud pada ayat (i) Pasal ini, sekurang-
kurangnya terdiri dari

a. Sistem Informasi Program;
b. Alat Tuis Kantor,

Komputer1 (satu )set;
d. MediaInformasi Pclayanan.

(3) Sarana peiayanan digunakan olehh petugas adninistr asi program scsuai

dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas

Pembiayaan Pelayanan

Pasal 29

(1) Pembiayaan peiayanan merupakan besaran anggaan yang diperlukan
untuk membiayai aktifitas Program pembebasan biaya pelayanan
kcschatan di UPTD Puskesmas.

(2)
Penbiayaan

pclayanan sebagaimanadimaksud pada ayai ()Pasal ini,

sekurang-kurangnya meliputi:

a. Pembiayaan peruciiiaraan sarana peliayanan,

b. Jasa pelayanan petugas pelayanan;

C. Pombiayaan pcmcliharaan ruang pclayanan.



B)
UPTD
Pembiayaan

puel4ypelayanan dibebaukan kepada APBD melalui pos anggár an

UPTD
Puskesmas.

4)Pembiayaan peiayanan merupakan bagian yaung tidak
terpisaiina

pengelolaan keuangan Puskesmas.

Bagian Ketigabelas
Sistem Informasi Pelayanan

Pasai 30

)SIstom informasi pelayanan meTupakan 1angkaian momas1 yaing
S1stematis

penyelenggaraan Program pembebasan
kcschatarn di UPTD Puskcsmas.

biaya pelayanan

)S1sion informasi peiayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i,
sekurang-kurangnya meliputi informasi:
a. Data Poncrima polayanan,
b. Caiatan perkembangan keseihatan masyarakat,
C. Jenis

pelayanan;
d. Kritcria pclayanan,.Miekänisie pelay atian,

f. Petugas pelayanan.

(3) Sistem informasi pelayanan dibuat sesuai dengan kondisi dan kebuiuhan

Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.

(4) Sistem infomasi peiayanau nerupakan bagian yang tidak terpisaiikan úari

sistem informasi kesehatan Puskesmas.

Bagian Kecmpatbelas

Pengaduan Pelayanan

Pasal 31

(1) Pengaduan pelayanan merupakan peuyampaian ketidakpuasan atas

pengobatan dan perawatan atau aspek pelayanan kesehatan lain yang
dibcrikanolch Puskesmas.

(2) Pengaduan dapat disampaikan sccara tortulis melalui surai meyurat atau

kotak saran, telepon atau langsung kepada Kepala Puskesmas atau Petugas

pclayanan.

(3) Setiap orang dapat mengajukan pengaduan atas pelayanan kesehatan

puskesmas dengan melampirkan tanda pengenal dan identitas diri.

(4) Kepaia Puskesmas aiau petugas pelayanan wajib menindakianjuti

pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5)Masyaakai dapat menyanipaikan pengaduan atau ketidakpuasan atas

tindaklanjut pengaduan kepada Kepala Dinas Keschatan dan atau pejabat

yang kompcten pada Dinas Kcschatan



BABIX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 32

PemeIintalh Daerah melaksanakan monitoring pclaksanaan tugas pon uratan tugas petugas dalam menyelenggarakan Program pembebasa
biaya pclayanan kcschatan di UPTD Puskosmas.

(2) Monioring dilaksanakan otei Kepala Dinas Kesehatau dibaniu
olc

pejabat yang ditugaskan.)
Moniioring dilaksanakan secara rutin dan insideniai sesuai dengan

kebutuhan.

(4) Dalan melaksanakan monitoring dapat dilakukan tindakan pengcnúaiia.

(5) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasai uni,

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 33

1)Pemerintah Daeral� meiaksanakan eva�uasi penyclenggar aan Progau

pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas pada kurun

waktu tortcntu scbagai dasar pcrcncanaan pclayanan kc depan.

(2) Evaluasi dilaksanakan oleh Kepa�a Dinas Kesehaian dihadiri petugas

pelayanan dan Kepala Puskesmas.

(3) Evaluasi pelayanau dilakukan terhadap:

a. Kinerja pelayanan;

b. Rcncana penyclcnggaraan pclayanan

(4) Hasil evaluasi pelayanan dijadikan dasar penyusünan lapo an Program

pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.

Bagian Kctiga

Pelaporan

Pasal 34

(1) Pelaporan penyeienggaraau Program disusun dalam Laporan Program

pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas setiap tiga

bulan dan satu tahun berjalan.

(2) Laporan Program dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan disanpaikan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3)Lapotan Program sekurang-kurangnya berisi teniang

a. Gambaranumum kondisi Puskesmas;

b. Rencana Koxja Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di

UPID Puskesmas



.Organisasi Prog pcmbebasanbiaya pelayanai
keschalan di UPTD

Puskesmas;

CTja 'rogram pcmbcbasan biaya pelayanan kcschatan
u

Puskesmas,

poran Keuangan Program pembebasan biava pelayanan KesOnaa
n

Puskosmas.

4) Taia
caradan sistcnmatika laporan disusun sesuai denga ketitudty

yang
berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASANTEKNIS

Bagian Kesatu

Pembinaan Teknis

Pasal 35

(1) Pembimaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oich

KepalaDinas Kesehatan danperangkat daerah lain dalam penyelenggaraan

pclayanan koschatan di UPTD Puskcsmas yang bersifat toknis.

(2) Pembinaanteknis meliputi
a. Pendidikan danpelatihan petugas pelayanan;
b. Fasilitasi tcknis pclayanan,
C. Konsultasi ieknis peiayana,
d. Koordinasi pelayanan.

(3) Pembinaan teknis dilaksanakan secara rutim dai insidenial sesuai dengan

kebutuhan.

(4) Mekarisme pombunaan dilakukan sesuai dengan tata ubungan kerja

perangkat daerah yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan Teknis

Pasal 36

Teknis Tmerüpakan upaya pengawasan terhadap
(1) Pengawasan

penyclenggaraan pelayanan
kesehatan di UPTD Puskesmas oleh Dinas

Kcschatan dan pcrangkat dacrah lain yang bersifat tcknis.

(2) Pengawasan
teknis dilaksauakau secara ruin dan insidenial sesuai dengan

kebutuhan

(3) Mekanisme pengawasan
dilakukan sesuai dengan taia hubungan kerja

perangkat daerah yang berlaku.

(4) Selain pengawasansebagaimana
diinaksud pada ayat i (satu) Pasal ini,

juga dilaksanakan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat

Kabupatc.

(5) Pengawasanfungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat 5 (lima) Pasal ini,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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I. ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN

PASEN

DAFTAR

TIDAK YA
KARTU
MEDREK

MEMBUAT MENCARI
KARTU KARTU

DATA
KARTU
MEDREK
PASEN DOKU

MEN

PASEN
MENUNGGU

BPUMUM POLI GIGIKIA /KB

T

RAWAT

YA
SUNTIK/ YAPEM PEM

SUNTIKIMUNISASILAB LAB

TIDAKTIDAK

AMBIL
OBAT



I1.ALUR PELAYANAN RAWAT INAP

PASEN

DAFTAR

MEMBUAT
KARTU
MEDREK

DIRUJUK

DI
RAWAT FiLE

FLL

SEMBUH

PULANG3



Ili.ALUR PELAYANAN GAWAT DARURAT

PASEN

DAFTAR GAWATDARURAT

LANGSUNG
MEMBUAT
KARTU
MEDREK

DIRUJUK

DI UGDD

FILE

DI
RAWAT

SEMBUHH

PULANG



IV.ALUR PELAYANAN PERSALINAN NORMAL

PASEN

DAFTAR GAWATDARURAT

LANGSUNG
MEMBUAT
KARTU
MEDREK

DI RUJUK

DI UGD

FILE

PUSKES DENGAN
RAWAT NAP

FILE

PULANG
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